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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) merupakan sebuah 

perjanjian e-commerce di ASEAN. AAEC mulai diinisiasi pada tahun 2017 dan 

ditandatangani pada tahun 2018 dalam agenda KTT ASEAN ke-33 di Singapura. 

Singapura memiliki andil yang cukup besar dari awal AAEC diinisiasi hingga ada 

akhirnya secara resmi diimplementasikan di ASEAN. Jika dilihat dari konsepsi 

peran nasional menurut K.J. Holsti, Singapura menunjukkan beberapa peranannya 

dalam AAEC yaitu sebagai regional leader, regional subsystem-collaborator, 

developer, dan example.  

 Peran Singapura sebagai regional leader terefleksi ketika memimpin gugus 

tugas e-commerce di Asia Tenggara dan mendorong inisiasi AAEC. Sebagai 

regional subsystem-collaborator, Singapura menunjukkan peranannya melalui 

komitmennya dalam menjalin hubungan kerja sama di bidang e-commerce dengan 

negara anggota ASEAN lainnya. Singapura juga turut aktif dalam mempromosikan 

AAEC. Singapura berperan sebagai developer, di mana terlihat bahwa Singapura 

membantu negara-negara CLMV khususnya di bidang e-commerce melalui 

Singapore Cooperation Centres (SCCs). Berperan sebagai example dalam AAEC, 

Singapura mampu menjadi contoh di bidang e-commerce bagi negara anggota 

ASEAN lainnya. 
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5.2 Saran  

 Penelitian mengenai ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) 

khususnya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terbilang masih cukup 

terbatas, hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti rasakan di mana adanya 

keterbatasan informasi dan data. Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti berharap 

penelitian ini dapat menjadi penghantar bagi penelitian selanjutnya. Peneliti juga 

berharap fokus penelitian ke depannya dapat mengarah pada kepentingan Singapura 

dalam mendorong AAEC. Unit analisis yang dikaji juga dapat dikembangkan 

sehingga tidak lagi melihat dari sudut pandang Singapura dalam AAEC. Teori atau 

konsep yang digunakan pun dapat disesuaikan dengan fokus kajian yang dibahas, 

sehingga tidak lagi menggunakan konsepsi peran nasional dalam menganalisis 

kasus ini.  

 

  


